
PETUIIJUK OPERASTOnAL (POl
KEGIATAN PENYEDIAAN BARAIYG CETAI(AIT DAN PENGGANDAAN

TAHU1Y ANGGARAN 2O2O

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi

2. Program

3. Nama Kegiatan

4. Sifat Kegiatan

5. Bagian Belalja

6. Jumlah Biaya Kegiatan :

7. Waktu Pelal<sanaarr Kegiatan :

8. Kuasa Pengguna Anggaran

9- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
c. Nama :

d. Jabatan :

10. Bendahara Pengeluaral
a. Nama :

b. Jabatan :

11. l,okasi Kegiatan

12. Tolak Ukur Indikator
a. Masukan

- Jumlah Dala
- Wal<tu Pelal<sanaan

b. Keluaral

c. Hasil

Badan Kepegawaian dar Pengembalgan
Sumber Daya Manusia
Program Pelayanal Administrasi
PerkaIItoran
Kegiatan Penyediaal Barang Cetakan darr
Penggandaan
Lama

Belanja Langsung

Rp.31.884.500,-
Jaruari s/d Desember 2020

Eva Susanti, SIP
Sekretaris pada Badal Kepegawaial dar
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anwar, S. Sos

Kepala Sub
Kepegau,aian

Bagian Umum dan

Yusri Japriska, SE

Bendahara Pengeluaran pada Badan
Kepegawaian dal Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan

: Rp.31.884.50O,-
: Januari s/d Desember 2020
; Jenis dal Jumlah Barang yang dicetak

dan digandakan
Lancarnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran

13 Rincial1 biaya kegiatan yang tercantum dalarIl Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Taiun Anggarcr, 2O2O sebagai berikut :

DOKI'MEN PELAI(SANAAN ANGGARAN
SATUAN XERJA PERANGKAT DAER.AH

Formulir DPA-SKPD
ccl

PEMERINTAH I{ABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2O2O

Urusarr Peme.intalai
Organisasi

Prograrn
Kegiatan
Wal<tu Pelaksanaan
lrkasi Kegiatan
Sumber Dana

3.OO Penunjang Urusan
3.00.04.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

3.00.3.00.04.O 1.O 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.00.3.00.04.01.0i,1 1 Penyediaan Barang Cetakan dam Penggandaan
O2-O1 2O2O sampai dengan 31 12 2020
Kabupaten Pesist Selatan
APBD

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Laugsung
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Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kitrerja

Capaian Program Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 .1,

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 31.884.500,,

Keluaran Jenis darr Jumlah barang Jrang dicetaL dan
digandakan 19 Jenis

Hasil Lancarnya Pelayanan Administrasi
Perka-ntoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Ritrcian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langaulg
Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perargkat Daerah

I(ode
Rekeuing Uraian

Rinsia! Perhiturrgaa Jumlah
tRDl

volume Satuan Harga
Satuatr

1 2 3 4 6= t3"s)
5 BELANJA 31.884.500

BELANJA LANGSUNG 31-aa4.soo

5.2.2 BELA1YJA BARANG DAIY JASA 31.844.500

5.2.2.06 Belanja Cetak dan
Penggandaan 31.884.500

5,2.2.06.00 t Belanja Cetak 24.747.OOO

Arnplop Dinas Kop Bupati (Folio) 3 kota'l< 150.OO0 450.000
Amplop Dinas Kop Bupati
iStopmapl 7 Kotak 175.OOO 1.225.O0O

Amplop Dinas Kop Bupati
{calbine)

7 Kotal< 77 .OOO 539.000

Amplop Dinas Kop Sekda (Folio) 7 Kotak 150.OOO 1.O50.000

Arnplop Dinas Kop Sekda
(Stopmapl 7 Kotal< 175.OOO 1.225.000

Amplop Dinas Kop Sekda
(calbine) 7 Kotak 77 .OOO 539.O00

Amplop Dinas Kop BKPSDM
{Folio)

Kotal< 150.000 750.000

Amplop Dinas Kop BKPSDM
(Stopmapl 10 Kotak 175.000 1.750.000

Amplop Dinas Kop BKPSDM
(ca.lbine) 10 Kotak 77 .OOO 770.OOO

Blangko Kwitansi NCR % Folio
isi50x4lbr 22 Buku 52.000 1.144.000

Buku lembaran disposisi kertas
NCR 50 x 2.5 folio 20 Buku 110.000 2.200.000

Jilid buku lapo.an keuangan 30 Buah 15.000 450.000

Jilid laporan kegiatan BKPSDM 50 Bua]. 30.000 1.500.000

Kartu Kendali Surat Masuk 3 Buku 32.s00 97.500

Kartu Kendali Surat Keluar 3 Buku 32.s00 97.500

Kartu Persediaan Barang 2 Paket 500.000 1.000.000

Cetal< Map BKPSDM 400 Lembar 15.000 6.000.000

Goodiebag 100 Buah 2s.000 2.500.o00

Jilid Dokumen Perencafraan 50 buku 30.o00 1.500.000

5.2.2.06.O02 Belanja Penggandaan 7.097.500

Ukuran Foiio darl Kuarto 35.487 lembar 200 7 .097 .400
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Sisa Koreksi Aaggaran 1 100 100

Julrtlah 31.884.500

PETUNJUK KHUSUS
1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturar Daerah Kabupaten Pesisir Selatal Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukal Susunan Perangkat Daem.I: Kabupaten Pesisir Selatan

dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukal,
Susunar Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Keda, dan Uraian Trrgas Jabatan

Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dimana

dijelaskal bahwa Badan Kepegawaial dar: Pengembarlgan Sumber Daya Malusia
mempunyai tugas pokok membantu Bupati daLam melaksanakal urusan
pemerintahan dal] tugas pembantuan di bidalg kepegawaian da-r} pengembalgal
sumber daya manusia dengan melal<sanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang kepegawaial dan pengembalgan sumber

daYa manusia;

2. Pelalsanaan kebijakan teloeis bidang kepegawaial darr pengembangal sumber

daya manusia;

3. Pelaksalaal eval.uasi dan pelaporal sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi badan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinal sesuai dengan arahan

dan petunjuk.

Untuk pelaksanaan tugas dai fungsi, dal:r untuk memenuhi kebutuhan
pel,ayanan administrasi perkantoran dalam rangka meningkatkal pelayanan

kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pesisir Seiatan dan masyarakat, maka
penyediaan barang ceta-kan darr penggandaan sangat dibutuhkal di dalarn

kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhal kebutuhannya sangat

menunjang kelalcaran pelaksalaan prograrl darr kegiatan yalg ada agar lebih

efektif, cepat darl efisien.

2, Strukur organlsasi

Dengar mengacu kepada :

a. Peraturan Daerch Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 20i9 tentang
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020;

b. Peraturaa Bupati Pesisir Selatar Nomor 37 Taiun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ?ahun
Ar$g;aral]. 2O2O;

c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standar Biaya
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaral 202O;

d. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/39/ Kpts/ BPI-PS/2o2O tentang
Penunjukkal Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/pengguna Bararrg,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluatan pada Badan Kepegawaian dan
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Pengembangan Sumber Daya Marlusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaral
2020;

e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dal Pengembangan Sumber Daya Malusia
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 800.05/ 03/BKPSDM-202O tentang Penunjukkan
Pegawai Negeri Sipii Menjadi Pejabat Pelal<sana Teknis Keglatan (PPTK)
Dilingkungal Badan Kepegawaial dal Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatal Taiun Anggaran 2020.

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dal
Penggandaan sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan Kepegawaian

dan Pengembalgan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris pada

Badal Kepegawaian dan Pengembalgal Sumber Daya Malusia Kabupaten Pesisir
Selatan;

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaial pada Badan Kepegawaian dan Pengembalgan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan;

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dal Pelaporal pada Badan Kepegawaian dan Pengembalgal Sumber
Daya Malusia Kabupaten Pesisir Selatan

e. Bendahara Pengeluaran adalai Sta-f Bagian Perencanaal, Keualgal darr Pelaporal
pada Badan Kepegawaial dan Pengembangan Sumber Daya Matusia Kabupaten
Pesisir Selatan.

3. Tugas dan Kewajiban

Dengal mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara
rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Progfam

Penanggung Jawab Program adalai Pengguna Anggaran (Kepala OPD) yalg
bertalggung jawab atas pela-ksanaan program-prograln yang berada pada lingkup
OPD dengan tugas dal kewajibal sebagai berikut :

1. Menl,.usun Rencana Kerja dal Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA -
OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat
Daeral (RKA Perubahal - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola
Keuargal Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Menftsun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
(DPA - OPD) dan Dokumen Pelal<salaan Anggaran Perubahal Organisasi
Perargkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Orgalisasi
Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Angga-ran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;

4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuaigal (PPK) dan pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPIK);

5. Menetapkan Organisasi darl Personil Pengelola Kegiatan;

6. Mengesahkan Keralgka Acuan Kerja {KAK) untuk kegiatan yang memerlukal
jasa pihak ketiga;

7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatar;

8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

9. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidal< mempunyai KPA
sekaligus menaldatangali Surat Perintah Perjalalar-r Dinas (SPPD);

Menyetujui Bukti Pembayaran da11 Kwitarsi;
Mengesahkan SPJ;

Menyampaikar Laporan Buianar Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupatj
Pesisir Selatan paling larnbat tanggat 10 bulan berikutnya;

Melakukan pemeriksaal kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3

{tiga) bular sekali;

Menyerahkan Berita Acara Hasil Pela1<sarlaan kegiatan kepada Bupati;

Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang
dipimpinnya;

Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yalg menjadi tanggung
jawab OPD yarg dipimpinnya;

Mengawasi peiaksaraan anggaran OPD yang dipimpinnya;

Menyampaikaa laporan alhir realisasi fisik dai non fisik serta keualgan
kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaal selesai pada tahun
anggaran berjalal untuk pengesahal DPA Perubahan OPD;

Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keualgan darr barang daerai
kepada Bupati baik karena ketalaial maupun karena disengaja pada
Orgalisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari
setelah kejadian

Melal<salakan tugas tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Bararg lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

22.

b. Penanggung Jaq,ab Kegiatan

Penanggung jawab kegiata-n adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris pada
Badan Kepegawaian darl Pengembalgan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir
Selatan), bertugas membarrtu Penanggung jawab program meiakukan koordinasi
dan manajemen dibidalg pelaksanaan kegiatan sesuai DPA,OPD, sehingga semua
kegiatan dapat terlaksata sesuai dengan mal<sud dan tujuan yang ditetapkan,
dengan tugas dal kewajiban sbb:

1. Menlrusun darr mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahal OPD dibidangnya
untuk disampaikan kepada Pengguna Anggararl;

2. Men1,.usun dan menetapkar DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidalgnya
untuk disampaikal kepada Pengguna Anggaran;

3. Meneliti dan meneruskan usulan Orgarrisasi dan Personil Pengelola Kegiatal
kepada Pengguna Anggaran;

4. Mengusulkal PPIK kepada Penglluna Anggaran;

5. Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukal jasa pihak kctiga;

6. Meny.usun Petunjuk Operasional Kegiatan;

7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitalsi;

8. Mengkoordinir dan mengawasi pelalsanaan Kegiatan;

9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;

10. Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh
PPIK;

11. MenandatanganiSPPD;
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12. MenJ -rsun iaporal kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disarnpaikan
kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya;

13. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan
minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPIK) adalan Kepala Sub Bagian Umum dar
Kepegawaial pada Badan Kepegawaial darl Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatarr yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran,
dengan tugas sbb :

1. MengendaLikarpelaksanaankegiatan

2. Melaporkan perkembalgan peiaksanaan kegiatan, dan

3. Menyiapkan dokumen arggaran atas beban pengeluaran pelaksalaarr
kegiatan.

d, Pejabat Peaatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keualgal (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dal Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Malusia Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksalakan fungsi tata usaha
keuangan pada OPD, dengan tugas sbb :

1. MeneLiti kelengkapar SPP-LS Pengadaal Barang/jasa yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPIK.

2. Meneliti keiengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS, serta penghasilan lainnya yarrg ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaral.

3. Melakukal verililasi SPP

4. Menyiapkan SPM

5. Melakukan verifikasi haJian atas penerimaan
6. Melaksalakan akuntansi OPD, dan
7. Menyampaikal laporan keuangan OPD.

e. BendaharaPengeluaran
1. Menlapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;

2. Menyerahkai uang kepada PPTK untuk kegiatat persekot kerja sesuai
percetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku panjar;

3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

4. Menerima darl mencek SPJ dari PPIK untuk diter-uskan kepada ppK-OpD;

5. Mencatat SPJ yang diterima dari PP|K pada Buku Panjar dal Buku Kas
Umum;

6. Membuat Register Pengeluaran Hariar dan Menandatanganinya, serta
meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani;

7. Membuat dan menandatangani Buku Simpalan/Bank;
8. Membuat darr menaldatangali Buku Panjar;
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajat;
10. Membuat darr menandatangali Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaral kas untuk disetujui oleh pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.
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Demikiar Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakai sesuai ketentuan
yang berlaku.

Kuasa Pengguna Anggaran/
Sekretaris Badan Kepegawaial dan

Pengembangal Sumber Daya Manusia

Painan, 23 Jaruari 2O2O

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/

EVA SU NTI. SIP
NIP. 1972111 200501 2 002 NtP. 19721221 200701 1001

Kepa-1a Badan Kepegawaial
Daya Manusia
Selatan

7 198903 1 003

*H
R\
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STRUKfUR ORGANISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDMN
TAHUN ANGGAMN 2O2O

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESISIR SELATAN
KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN

DAN PELAPORAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENANGGUNG IAWAB PROCRAM/
PENGGUNA ANCGARAN

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUAN6AN
tPPN

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PEN6EMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENANCCUN6 JAWAB KEG]ATAN/
KUASA PENCCUNAANGGARAN STAF PADA SUBBAG PERENCANMN,

KEUANGAN DAN PELAPORAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEiABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

IPPIK]
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